KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR : B.qs0 TKICO8.03/5/PP.00.7/11/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
PPS. AL MUBAROK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Menimbang ;A Hahwn. telah dilakukan verifikasi terhadap Pondok Pesantrep Al Mubarok. sesuai
mekanisme schagaimana Keputusan Direkiur Jenderal Pendidikan Islam MNomor 5877
Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren: |
b. Bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layansn pembinaan oleh instansi yang
berwenang atas penyclenggaraan Pondok Pesantren Al Mubarok Perlu diterbitkan lzin
Operasional bagi Pondok Pesantren yang bersangkutan:
€. Bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung tars
tentang lzin Operasional Pondok Pesantren Al Mubarok:

Mengingat * 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahen Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496 ) sebagnimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Persturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410 ),

3. Peraturnn Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidiksn
Keagnmaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4863 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembarmn
Negar Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4864 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggarman
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 5150 ) sebagaimana telah dirubah dengan
Persturan  Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Fl'll"l.tl_lmn
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157 ), va

7. Perturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapn kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon
| Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh J_l.lu antmn# I'rmd::rl
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungs: Eselen | Kementerian
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9. P:tm_h‘lwnnm Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisas: dan Tata Kerja
Kemenierian Agama ( Berita Negara Republik Indooesia Tahun 2010 Nomor 392 )
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persturan Menteri Agama
Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Meateri Agama Nomos
10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama ( Berits Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114 );

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerpa
Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negars Republik Indonesia Tahun 2012
Momor 851 §;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamazn [siam
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822 )

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tenmang Satuan Pendidikan Muadalah
pada Pondok Pesantren ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972 );

1. Kepuotusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 teotang
Pedoman lzin Operasional Pondok Pesantren,

2. Hasil Verifikasi olch Kantor Kemenierian Agama Kabupaten Lampung Ltam y=ag
dilaksanakan pada Tangeal 01 Janiari 2017,

MEMUTUSKAN :

Kepals Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utars tentang lzin
Operasiona Pondok Pesantren Al Mubarok. _ _
Hmdlpkml'l Pondok Pesantren Al Mubarok berhak untuk m:ndnlq:n‘ﬂl Lzin Operasional Pondok
Pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara. :
Pondok F:;nmm schagaimana dimaksud pada dikium pertama bn‘_lm“njsh_m umiuk Menjiga
nama baik lembaga dan menjunjung g akan nilai-nilai i::mdnnﬁul:. k:l;'ur.rgj-l-li'h. oo
Wmmmdmmﬂmﬂﬁﬂmﬂepﬂm e,
Pancasile, ULD 1945, dan Bhinneka Tunggal [ka. _ S
Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum perami ™ s
menyelenggarakan pendidikan keagamaan slam dan mendapatkan fasilitast, pﬂ: ;n;ﬂ
mmgdmmmmwumn yarakat
Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini maka semun perizinan Yang pernah dikeluarkan

i oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara schelumnys tidak berfaku lag

selam i i : Pondok
Jambatnya 6 ( enam } bulan sebelum lzm Operasional _t-:ukhu.
ﬂnum bzhngmmmrl: bdiamksud pada  diktum pertama berkewajiban  melakukan

usan i i i 5€} di dan
ini berlak hnuﬁtlm}Tnhmm'hmn}uhln:j‘lhunwllh:ﬂplﬂ
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